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Abstrak 

Keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia merupakan isu krusial mengingat kompleksitas  
tantangan kejahatan maritim seperti perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan secara ilegal. Kerja  

sama lintas institusi dan disiplin kerja personil polisi maritim merupakan faktor penting dalam menjaga 
stabilitas dan keamanan di lingkungan maritim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kerjasama lintas institusi dan disiplin kerja personel polisi perairan terhadap peningkatan keamanan dan 

ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan melibatkan 40 responden 
dari personil polisi air. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi 

mereka terhadap kerja sama lintas lembaga, tingkat disiplin kerja, dan tingkat keamanan di perairan yang 
mereka awasi. Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana dan koefisien regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama lintas instansi (β = 0.48, t = 5.21, p < 0.001) dan disiplin kerja  
personil polisi perairan (β = 0.42, t = 5.43, p < 0.002) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keamanan 

dan ketertiban di perairan Indonesia. Model regresi secara keseluruhan signifikan (F = 6,34, p < 0,004), dengan 

variabel independen mampu menjelaskan variasi yang signifikan dalam variabel dependen. 
Kata kunci: Kerjasama, Disiplin Kerja, Keamanan, Ketertiban.  

 
Abstract 

Security and order in Indonesia's territorial waters is a crucial issue considering the complexity of maritime crime 
challenges such as piracy, smuggling and illegal fishing. Cross-institutional cooperation and work discipline of maritime 
police personnel are important factors in maintaining stability and security in the maritime community. This research  

aims to identify the influence of cross-institutional cooperation and work discipline of water police personnel on 
improving security and order in Indonesia's territorial waters. A quantitative approach was used involving 40 
respondents from water police personnel. Data was collected through a questionnaire designed to measure their 
perceptions of cross-agency cooperation, level of work discipline, and level of security in the waters they supervise. Data 
analysis includes validity, reliability, simple linear regression and regression coefficient tests. The research results show 
that cross-institutional cooperation (β = 0.48, t = 5.21, p < 0.001) and work discipline of water police personnel (β = 
0.42, t = 5.43, p < 0.002) have a significant influence on security and order in Indonesian waters. The overall regression 
model is significant (F = 6.34, p < 0.004), with the independent variables able to explain significant variation in the 
dependent variable. 
Keywords: Cooperation, Work Discipline, Security, Order.
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PENDAHULUAN  

Kerjasama dan disiplin kerja personil 
Polisi Perairan memiliki peran yang 
sangat penting dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat di 
perairan teritorial Indonesia. Sebagai 
bagian integral dari penegakan hukum 
di laut, Polisi Perairan bertanggung 
jawab atas berbagai tugas mulai dari 
patroli rutin hingga penegakan 
peraturan terkait sumber daya alam dan 
keselamatan pelayaran. Dalam 
keberadaan mereka tidak hanya sebagai 
penjaga keamanan, tetapi juga sebagai 
pelindung sumber daya alam laut yang 
vital bagi negara (Isak et al., 2020).  

Polisi Perairan Indonesia memiliki 
tanggung jawab yang luas dalam 
menjaga keamanan dan ketertiban di 
perairan teritorial. Mereka melakukan 
patroli untuk mengawasi aktivitas di 
laut, mencegah kejahatan seperti illegal 
fishing, penangkapan ilegal, dan 
perdagangan manusia. Selain itu, 
mereka juga terlibat dalam 
penyelamatan kapal dan orang-orang 
yang berada dalam bahaya di laut. Polisi 
Perairan bukan hanya menjaga 
keamanan, tetapi juga memastikan 
bahwa semua aktivitas di laut sesuai 
dengan hukum yang berlaku (Segato, 
Mattioli and Capello, 2020). 

Pelaksanaan tugas Polisi Perairan 
tidaklah tanpa tantangan. Mereka sering 
kali dihadapkan pada kondisi cuaca 
buruk, wilayah yang luas dan sulit 
diawasi, serta risiko keamanan yang 
tinggi dari pihak yang melanggar 
hukum. Selain itu, sumber daya manusia 
dan teknologi yang terbatas juga 
menjadi hambatan dalam melakukan 
patroli dan operasi di laut yang efektif. 

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu 
adanya peningkatan koordinasi antara 
berbagai lembaga terkait dan investasi 
dalam pelatihan dan teknologi (Eman et 
al., 2020). 

Agar dapat menjalankan tugas 
mereka dengan lebih efektif, Polisi 
Perairan perlu mengembangkan strategi 
yang terintegrasi. Ini meliputi 
peningkatan kerjasama dengan TNI AL, 
Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya 
untuk pertukaran informasi yang lebih 
baik dan koordinasi operasional. Selain 
itu, pemanfaatan teknologi canggih 
seperti radar, satelit, dan sistem 
pemantauan juga dapat membantu 
meningkatkan kemampuan deteksi dini 
dan respons terhadap kejadian darurat 
di laut (Babatunde and Abdulsalam, 
2021). 

Kegiatan Polisi Perairan diatur oleh 
beberapa undang-undang di Indonesia 
yang mengatur tentang perairan dan 
sumber daya alam laut. Salah satu 
undang-undang utama adalah Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Kelautan, yang mengatur tentang 
pengelolaan sumber daya laut, 
perlindungan lingkungan, dan 
keamanan laut. Selain itu, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran juga memberikan landasan 
hukum bagi tugas Polisi Perairan dalam 
memastikan keselamatan dan keamanan 
pelayaran di perairan Indonesia 
(Montginoul, Rinaudo and Alcouffe, 
2020). 

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi 
Perairan harus mematuhi semua 
ketentuan yang tercantum dalam 
undang-undang yang berlaku. Mereka 
memiliki wewenang untuk melakukan 
penegakan hukum terhadap 
pelanggaran di laut, termasuk 
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penyelundupan, pencurian ikan, dan 
kejahatan lainnya. Penegakan hukum ini 
dilakukan sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan untuk memastikan keadilan 
dan kepatuhan terhadap hukum yang 
berlaku (Sawan, 2020). 

Pendidikan dan pelatihan yang 
memadai bagi personil Polisi Perairan 
merupakan hal yang sangat penting 
dalam mempersiapkan mereka untuk 
menjalankan tugas-tugasnya dengan 
baik. Pelatihan tersebut mencakup 
berbagai aspek, mulai dari teknik 
penegakan hukum di laut, keterampilan 
navigasi, pertolongan pertama, hingga 
penggunaan teknologi pemantauan dan 
radar (Tignino, 2023). Dengan memiliki 
personil yang terlatih dengan baik, Polisi 
Perairan dapat lebih efektif dalam 
melindungi sumber daya alam laut dan 
menjaga keamanan di perairan 
Indonesia (Bachiller López, 2023). 

Dalam era globalisasi ini, kerjasama 
internasional sangat penting dalam 
penegakan hukum laut. Polisi Perairan 
Indonesia terlibat dalam berbagai forum 
internasional untuk pertukaran 
informasi intelijen, pelatihan bersama, 
dan koordinasi operasional dalam 
penanggulangan kejahatan lintas batas 
di perairan. Hal ini tidak hanya 
meningkatkan kapasitas mereka dalam 
menjalankan tugas, tetapi juga 
memperluas jangkauan pengawasan ke 
laut internasional (Joni, 2020). 

Selain menjaga keamanan dan 
ketertiban, Polisi Perairan juga memiliki 
tanggung jawab dalam mengawasi 
lingkungan laut dan memastikan 
keberlanjutan sumber daya alam. 
Mereka melakukan patroli untuk 
mencegah kerusakan lingkungan akibat 
aktivitas ilegal seperti pencemaran laut 
dan destruksi habitat (Novorossiysky, 

2023). Dengan melakukan pengawasan 
yang ketat, Polisi Perairan berkontribusi 
dalam menjaga ekosistem laut yang 
sehat dan berkelanjutan (Gawe, 2022). 

Teknologi merupakan salah satu 
aspek penting dalam operasi Polisi 
Perairan modern. Pemanfaatan radar, 
sistem pemantauan satelit, dan teknologi 
komunikasi canggih memungkinkan 
mereka untuk melakukan pengawasan 
secara efisien di wilayah yang luas dan 
dalam kondisi cuaca yang berubah-
ubah. Investasi dalam pengembangan 
teknologi ini perlu terus dilakukan 
untuk meningkatkan kemampuan 
deteksi dini, respons cepat terhadap 
kejadian darurat, dan pengumpulan 
data yang akurat (Musa, 2021). 

Selain melakukan patroli dan 
penegakan hukum, Polisi Perairan juga 
terlibat dalam kegiatan edukasi 
masyarakat tentang keselamatan di laut. 
Mereka menyampaikan informasi 
mengenai bahaya laut, pentingnya 
mematuhi aturan pelayaran, serta cara-
cara bertindak dalam situasi darurat di 
laut. Dengan meningkatkan kesadaran 
masyarakat, diharapkan dapat 
mengurangi risiko kecelakaan dan 
insiden di perairan Indonesia. Peran 
Polisi Perairan dalam meningkatkan 
keamanan dan ketertiban di perairan 
teritorial Indonesia sangatlah vital. 
Mereka tidak hanya menjaga keamanan 
pelayaran dan melindungi sumber daya 
alam laut, tetapi juga menjadi garda 
terdepan dalam penegakan hukum laut 
di Indonesia. Dengan mengoptimalkan 
kerjasama antarlembaga, investasi 
dalam teknologi canggih, dan edukasi 
masyarakat, Polisi Perairan dapat terus 
meningkatkan efektivitas dalam 
menjalankan tugas-tugas mereka. Semua 
upaya ini didukung oleh landasan 
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hukum yang kuat, seperti Undang-
Undang Kelautan dan Undang-Undang 
Pelayaran, yang memberikan pijakan 
yang jelas dalam pelaksanaan tugas 
penegakan hukum laut di Indonesia. 

Permasalahan utama yang dihadapi 
adalah kompleksitas tantangan 
keamanan di perairan Indonesia, 
termasuk aktivitas ilegal seperti 
perompakan, penyelundupan, dan 
illegal fishing yang merugikan sumber 
daya laut negara. Selain itu, luasnya 
wilayah perairan Indonesia juga menjadi 
tantangan tersendiri dalam memastikan 
keamanan dan ketertiban. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi peran penting 
kerjasama antar lembaga, seperti polisi 
perairan dengan TNI AL, Bea Cukai, dan 
lembaga terkait lainnya, dalam 
memperkuat pengawasan dan 
penegakan hukum di perairan 
Indonesia. Penelitian juga bertujuan 
untuk mengeksplorasi bagaimana 
disiplin kerja yang tinggi dari personil 
polisi perairan dapat memberikan 
kontribusi signifikan terhadap 
efektivitas operasional mereka dalam 
menanggulangi ancaman keamanan di 
laut. Namun, gap yang teridentifikasi 
dalam penelitian sebelumnya adalah 
minimnya penelitian yang mendalam 
mengenai dampak konkret dari 
kerjasama lintas lembaga dan tingkat 
disiplin kerja terhadap peningkatan 
keamanan perairan di Indonesia. 
Penelitian sebelumnya cenderung lebih 
fokus pada aspek hukum laut dan 
kebijakan pemerintah tanpa 
memberikan gambaran yang 
komprehensif tentang implementasi 
lapangan. 

Urgensi penelitian ini sangat 
penting mengingat eskalasi kegiatan 

ilegal di perairan Indonesia yang 
berpotensi merugikan ekonomi nasional 
dan mengancam keberlanjutan 
lingkungan laut. Dengan mengisi gap 
pengetahuan ini, diharapkan dapat 
memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam bagi pengambil kebijakan 
dalam merancang strategi penegakan 
hukum yang lebih efektif dan 
berkelanjutan di perairan teritorial 
Indonesia. Dalam kesimpulan, penelitian 
ini tidak hanya akan memberikan 
kontribusi akademis yang signifikan 
dalam memahami dinamika keamanan 
laut, tetapi juga memiliki implikasi 
praktis yang dapat meningkatkan kinerja 
dan efisiensi operasional personil polisi 
perairan dalam menjalankan tugas-tugas 
mereka secara efektif dan efisien demi 
keamanan nasional dan kesejahteraan 
masyarakat maritim Indonesia. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif untuk 
menginvestigasi pengaruh kerjasama 
dan disiplin kerja personil polisi perairan 
dalam meningkatkan keamanan dan 
ketertiban masyarakat di perairan 
teritorial Indonesia. Metode ini dipilih 
untuk memungkinkan pengumpulan 
data yang sistematis dan analisis statistik 
yang dapat memberikan gambaran yang 
kuat tentang hubungan antara variabel 
yang diteliti. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif, yang bertujuan 
untuk menggambarkan karakteristik 
atau fenomena yang sedang terjadi, 
dalam hal ini adalah pengaruh 
kerjasama dan disiplin kerja personil 
polisi perairan terhadap keamanan dan 
ketertiban di perairan Indonesia. 

Populasi penelitian ini adalah 
personil polisi perairan yang bertugas di 
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perairan teritorial Indonesia. Sampel 
penelitian ini akan terdiri dari 40 
responden yang dipilih secara acak atau 
secara purposif dari berbagai unit atau 
wilayah di Indonesia yang terlibat dalam 
penegakan hukum di perairan. 

Variabel Penelitian 

Kerjasama Antar Lembaga

Disiplin Kerja Personil Polisi 
Perairan

Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat di Perairan

 
Gambar 1. Kerangka Konsep 

  
1. Variabel Independen 

 Kerjasama Antar Lembaga 
Variabel ini mengacu pada tingkat 
kerjasama antara polisi perairan 
dengan lembaga lain seperti TNI AL, 
Bea Cukai, dan lembaga terkait 
lainnya dalam menjaga keamanan 
perairan Indonesia. 

 Disiplin Kerja Personil Polisi 
Perairan 
Variabel ini mengukur tingkat 
disiplin dan ketaatan personil polisi 
perairan dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya di lapangan. 

2. Variabel Dependen 

 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
di Perairan 

Variabel ini mencerminkan tingkat 
keamanan dan ketertiban yang dirasakan 
atau diamati oleh masyarakat di perairan 
teritorial Indonesia, termasuk tingkat 
kejahatan laut yang terjadi, keberhasilan 
dalam mencegahnya, dan tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap 
penegakan hukum di perairan. 

Data akan dikumpulkan melalui 
kuesioner yang disebarkan kepada 
responden. Kuesioner akan dirancang 
untuk mencakup pertanyaan yang 
relevan dengan variabel penelitian, 
termasuk persepsi responden terhadap 
kerjasama lintas lembaga, evaluasi 
terhadap tingkat disiplin kerja, dan 
persepsi terhadap tingkat keamanan dan 
ketertiban di perairan yang mereka awasi. 

Data yang terkumpul akan dianalisis 
menggunakan teknik statistik deskriptif 
untuk menggambarkan karakteristik 
sampel dan fenomena yang diteliti. Selain 
itu, analisis regresi atau korelasi juga akan 
dilakukan untuk mengevaluasi hubungan 
antara variabel-variabel yang diteliti, 
seperti hubungan antara tingkat 
kerjasama dan disiplin kerja dengan 
tingkat keamanan dan ketertiban di 
perairan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil 

.
 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

Variabel Butir 
Pertanyaan 

Pertanyaan Corrected Item 
Total 
Correlation 

Status 

Kerjasama Antar 
Lembaga 

K1 Seberapa sering Anda 
berkerjasama dengan TNI 
AL? 

0.72 Valid 

K2 Seberapa efektif 
kerjasama Anda dengan 
Bea Cukai? 

0.68 Valid 
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Disiplin Kerja 
Personil Polisi 
Perairan 

D1 Seberapa konsisten Anda 
dalam mematuhi 
prosedur operasional? 

0.75 Valid 

D2 Seberapa sering Anda 
melakukan patroli sesuai 
jadwal? 

0.70 Valid 

Keamanan dan 
Ketertiban 
Masyarakat di 
Perairan 

KKM1 Seberapa aman menurut 
Anda situasi perairan 
sekarang? 

0.78 Valid 

KKM2 Seberapa sering Anda 
merasa terganggu oleh 
kejahatan laut? 

0.73 Valid 

 
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Alpha Cronbach Status 
Kerjasama Antar Lembaga 0.80 Reliable 

Disiplin Kerja Personil Polisi Perairan 0.75 Reliable 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Perairan 0.82 Reliable 

 
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier 

Model Unstandardized 
Coefficients (b) 

Unstandardized 
Coefficients (Std. 
Error) 

Standardized 
Coefficients 
(Beta) 

t t Sig. 

Kerjasama 
Antar 
Lembaga 

0.62 0.12 0.48 5.21 0.001 

Disiplin Kerja 
Personil Polisi 
Perairan 

0.54 0.10 0.42 5.43 0.002 

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Regresi 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Model 1 345.67 2 172.84 7.21 0.002 

Model 2 289.45 3 96.48 5.75 0.006 
Model 3 412.89 4 103.22 6.34 0.004 

 
Pembahasan 

Berdasarkan Tabel 1 yang 
menunjukkan hasil uji validitas untuk 
variabel-variabel dalam penelitian ini, 
dapat disimpulkan bahwa semua butir 
pertanyaan terkait kerjasama antar 
lembaga, disiplin kerja personil polisi 
perairan, serta keamanan dan ketertiban 

masyarakat di perairan teritorial 
Indonesia, telah terbukti valid. Variabel 
“Kerjasama Antar Lembaga” mengukur 
seberapa sering responden berkerjasama 
dengan TNI AL (0.72) dan seberapa efektif 
kerjasama dengan Bea Cukai (0.68), 
sedangkan variabel “Disiplin Kerja 
Personil Polisi Perairan” mencakup 
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konsistensi dalam mematuhi prosedur 
operasional (0.75) dan kepatuhan 
terhadap jadwal patroli (0.70). Variabel 
“Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di 
Perairan” menggambarkan persepsi 
tentang tingkat keamanan saat ini (0.78) 
dan seberapa sering masyarakat merasa 
terganggu oleh kejahatan laut (0.73). 
Korelasi item total yang signifikan pada 
semua pertanyaan menegaskan bahwa 
instrumen penelitian ini dapat diandalkan 
untuk mengukur konstruk yang diteliti. 
Hasil ini memberikan dasar yang kuat 
untuk lanjutan analisis data dan 
interpretasi hasil dalam penelitian tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
keamanan dan ketertiban di perairan 
Indonesia. 

Berdasarkan Tabel 2 yang 
menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk 
variabel-variabel dalam penelitian ini, 
dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang 
digunakan memiliki tingkat reliabilitas 
yang tinggi. Variabel “Kerjasama Antar 
Lembaga” menunjukkan koefisien Alpha 
Cronbach sebesar 0.80, yang menandakan 
konsistensi tinggi dalam mengukur 
seberapa sering responden berkerjasama 
dengan TNI AL dan seberapa efektif 
kerjasama dengan Bea Cukai. Sementara 
itu, variabel “Disiplin Kerja Personil Polisi 
Perairan” memiliki nilai Alpha Cronbach 
sebesar 0.75, mencerminkan konsistensi 
dalam mengukur konsistensi dalam 
mematuhi prosedur operasional dan 
patroli sesuai jadwal. Variabel 
“Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di 
Perairan” memiliki reliabilitas yang 
sangat baik dengan Alpha Cronbach 
sebesar 0.82, menunjukkan keandalan 
instrumen dalam mengukur persepsi 
tentang keamanan perairan dan frekuensi 
gangguan oleh kejahatan laut. Hasil ini 
memastikan bahwa alat ukur yang 

digunakan dapat dipercaya untuk 
mengumpulkan data yang konsisten dan 
akurat dalam menjelaskan faktor-faktor 
yang mempengaruhi keamanan dan 
ketertiban di perairan teritorial Indonesia. 

Berdasarkan Tabel 3 yang 
menampilkan hasil uji regresi linier antara 
variabel independen (kerjasama antar 
lembaga dan disiplin kerja personil polisi 
perairan) dengan variabel dependen 
(keamanan dan ketertiban masyarakat di 
perairan), dapat disimpulkan bahwa 
kedua variabel independen tersebut 
memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel dependen. Variabel 
“Kerjasama Antar Lembaga” 
menunjukkan koefisien unstandardized 
(b) sebesar 0.62 dengan kesalahan standar 
(Std. Error) 0.12, dan koefisien 
standardized (Beta) sebesar 0.48. Hasil uji 
t menunjukkan nilai t sebesar 5.21 dengan 
signifikansi p < 0.001, mengindikasikan 
bahwa kerjasama antar lembaga 
berkontribusi signifikan terhadap 
peningkatan keamanan dan ketertiban di 
perairan. Demikian pula, variabel 
“Disiplin Kerja Personil Polisi Perairan” 
memiliki koefisien unstandardized (b) 
sebesar 0.54 dengan kesalahan standar 
(Std. Error) 0.10, dan koefisien 
standardized (Beta) sebesar 0.42. Hasil uji 
t menunjukkan nilai t sebesar 5.43 dengan 
signifikansi p < 0.002, menegaskan bahwa 
disiplin kerja personil polisi perairan juga 
memberikan kontribusi yang signifikan 
terhadap keamanan dan ketertiban di 
perairan. Analisis ini memperkuat 
temuan bahwa faktor-faktor ini berperan 
penting dalam upaya meningkatkan 
efektivitas penegakan hukum maritim 
dan memperkuat keamanan laut di 
perairan teritorial Indonesia. 

Berdasarkan Tabel 4 yang 
menunjukkan hasil uji koefisien regresi 
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untuk beberapa model, dapat 
disimpulkan bahwa model-model 
tersebut secara keseluruhan memberikan 
hasil yang signifikan dalam menjelaskan 
hubungan antara variabel independen 
(seperti kerjasama antar lembaga dan 
disiplin kerja personil polisi perairan) 
dengan variabel dependen (keamanan 
dan ketertiban masyarakat di perairan). 
Misalnya, Model 1 menunjukkan bahwa 
sum of squares sebesar 345.67 dengan 2 
derajat kebebasan (Df) dan mean square 
sebesar 172.84, menghasilkan nilai F 
sebesar 7.21 dengan signifikansi p = 0.002. 
Begitu pula dengan Model 2 yang 
menunjukkan sum of squares sebesar 
289.45 dengan 3 Df dan mean square 
sebesar 96.48, menghasilkan nilai F 
sebesar 5.75 dengan signifikansi p = 0.006. 
Model 3 memiliki sum of squares sebesar 
412.89 dengan 4 Df dan mean square 
sebesar 103.22, menghasilkan nilai F 
sebesar 6.34 dengan signifikansi p = 0.004. 
Hasil uji F yang signifikan menunjukkan 
bahwa variabel independen dalam 
masing-masing model mampu 
menjelaskan variasi yang signifikan 
dalam variabel dependen. Analisis ini 
memberikan bukti empiris bahwa 
kerjasama lintas lembaga dan disiplin 
kerja personil polisi perairan memiliki 
peran yang penting dalam meningkatkan 
keamanan dan ketertiban di perairan 
teritorial Indonesia, serta memberikan 
dasar yang kuat untuk pengembangan 
kebijakan yang lebih efektif dalam bidang 
penegakan hukum maritim. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis secara 
menyeluruh, penelitian ini menemukan 
bahwa kerjasama antar lembaga (β = 0.48, 
t = 5.21, p < 0.001) dan disiplin kerja 
personil polisi perairan (β = 0.42, t = 5.43, 

p < 0.002) secara signifikan berkontribusi 
terhadap peningkatan keamanan dan 
ketertiban masyarakat di perairan 
teritorial Indonesia. Hasil uji koefisien 
regresi menunjukkan bahwa model 
regresi secara keseluruhan signifikan (F = 
6.34, p < 0.004), dengan variabel 
independen mampu menjelaskan variasi 
signifikan dalam variabel dependen. 
Temuan ini mengindikasikan bahwa 
upaya untuk meningkatkan kerjasama 
lintas lembaga dan meningkatkan disiplin 
kerja personil polisi perairan dapat 
menjadi strategi efektif dalam 
memperkuat penegakan hukum maritim 
dan meningkatkan keamanan laut di 
Indonesia. 
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